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ABSTRAK 
 

Salah satu implementasi dari adanya kebijakan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 adalah menyangkut pelaksanaan tera dan tera 

ulang pada alat ukur BBM terkait SPBU, keberadaan SPBU menjadi sangat 

penting dalam penyediaan BBM yang diperlukan oleh masyarakat.  
Jenis penelitian : adalah Kualitatif yang dideskripsi secara sistematis, 

faktual, dan akurat. Tehnik Pengumpulan Data : Wawancara, Observasi atau 

pengamatan dan Dokumentasi Jenis Data yaitu : Data Sekunder dan Data Primer  

Teknik Analisis Data : Editing, Tabulating, Analiting dan Interpretasi dan 

Penarikan Kesimpulan.  

Mengacu pelaksanaan penelitian juga analisis pembahasan dengan termuat  

terkait dengan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 

Tahun 2018 Di Kabupaten Banjar pada pelayanan tera dan tera ulang takaran 

pompa ukur BBM di SPBU, dengan hasil sebagai berikut : (1). Komunikasi yang 

dilaksanakan untuk pelaksanaan tera dan tera ulang dilakukan oleh Pemerintah, 

sehingga implementasi kebijakan dapat diterapkan dengan baik;   (2). Sumberdaya 

yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tera dan tera ulang, dapat 

dijalankan sesuai dengan keterntuan yang berlaku;   (3). Disposisi yang diperlukan 

dalam pelaksanaan tera dan tera ulang, dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; (4). Struktur birokrasi yang ada saat ini dalam mendukung 

pelaksanaan tera dan tera ulang, sehingga dapat dijalankan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; dan (5). Kendala yang dihadapi dalam implementasi 

kebijakan pelayanan tera dan tera ulang takaran pompa ukur BBM di SPBU antara 

lain terbatasnya anggaran yang dimiliki, lemahnya kompetensi pejabat fungsional, 

kurangnya sosialisasi, terbatasnya sosialisasi, kuranya pencapaian PAD dan 

kurangnya dukungan pimpinan daerah dalam pelaksanaan tera dan tera ulang. 
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